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PEM.TURAN BUPATI PATI

NOMOR 13 TAHUN 2OO7

TENTANG
PEDOMAN PEIAKSANAAN

PERATURAN DAERAH IGBUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2OO7

TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
FEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELAhJT IKAN DAN

P EM BEP. H ENTIAi.I KE PAI-A DESA
BUPATI PAT!,

Menimbang : bahwa untuk metaksanakan ketentuan Catam pasal
4 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), pasal 19 ayat (3), pasal
35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten pati
Nomor 5 Tahun Z0A7 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten pati
Nomor 5 Tahun ZA0T tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, pelantikarr
cidn Femberhentian Kepala Desa;

Mengingal 1 . Undang-Undang luornor 13 lahun 1gS0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupcten
dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal g
Agusi,rs 1 950);
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3.

2. undang-undang Nomor 10 Tahun zoa4tentang
Pembentu kan peraturan perunOangl
undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun zaC4 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
a38e);
Undang-Undang Nomor 32 Tahu n 2}O4tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar-a
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negar:a Republik
lndonesia Nomor 44,gr) sebagainiana terah
diubah dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 2m5 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang_
Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Urrdang_
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Noraor 109, Tambahan Lemba€n
Negara Republik lndonesia Nornor 4S4g);
Feratur:an Pemerintah Nomor TZ Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O0S Nomor 15g, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4587);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B
Tahun 2001 tentang pedoman Bagi pegawai
Negeri Sipii Yang Dipitih Menjadi Kepata Desa
Atau Dipili h/Dian g kat Menjadi peran gkat Desa ;

Per:aturan Daerah Kabupaten pati Nomor 5
Tahun 2W7 tentang Tata Cara pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daenah Kabupaten
Pati Tahu n 2AOl Nomor 5);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUpATt TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2OO7
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Datam Peraturan BupatiT,il dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Kabupaten Pati.
3. Bupatiadalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan

sebagai unsu r perangkat Daerah.
Desa adalah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang nremiliki bata+batas wiliayah yang
benruenang untuk mengatur dan mengurus
kepeniingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
seternpat yang diakui dan dihormati datam
sistem Femerintahan Negara Kesatuan
Repuolik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawanatan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan
rnasyarakal setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik lndonesia.

5.

4.

5.
6.

6.
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7.

8

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelengga,:t
Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat BpD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pernerintahan Desa sebagai
u n su i' penyelenggara pernerintahan desa.
Kepala Desa adalah pejabat yang meminrpin
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang
dipilih secara langsung oleh masyarakat
melalui pemilihan Kepala Desa.
Perangkat Desa adalah pejabat pemerintah
Desa yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan weraenangnya yang
terdin atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan,

=Kepala Seksidan Kepala Dusun.
Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
desa dalam memberdaya kan masyara kat.
Tokoh Masyar:akat adalah tokoh adat, tokoh
agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan
pemu ka-pemu ka nnasyarakat lain nya.
Pemuka Masyarakat adalah orang yang pemah
atau sedang memimpin di bidang pemerintahan
desa di Desa setempat.
Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala
Desa yang selanjutnya disebut panitia
Pemilihan adalah panitia yang anggrotanya
terdiri dari unsur penangkat Desa, pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh
masyanakat.

15. Panitia Pengawas Pencalonan dan pemilihan
Kepala Desa yang selanjutnya disebut panitia
Pengawas adalah Panitia yang bertugas
mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa dan anggotanya terdiri dari
pejabat-pejabat di tingkat Kabupaten dan
Keca matan.

16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga
masyarakat setempat yang telah mendafiarkan
diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap
penjaringan.

17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala
Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk
dipilih sebagai Kepala Desa.

18. Pemilih adalah warga masyarakat setempat
dan telah memenuhi persyaratan urrtuk
menggunakan hak pilihnya.

19. PenjarinEan adalah suatu upaye yang
dilakukan oleh paniiia untuk mendapatkan
Sakal Calon Kepala Desa dari warga
masyarakat setempat.

20. Penyaringan adalah suatu upaya yang
dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan
Caion Kepala Desa darr Bakal Calon Kepala
Desa.

BAB II

PANITIA
Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia
Pasal 2

(1 ) $ebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
:BPD mengadakan mpat,:1untuk membentuk
Pbp,itia Pemilinan lang ;(1) dapar dihadiri
Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan
dituangkan dalam Berita Acara Rapat BpD.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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l,/<rl,P$nitia pemilihan sebagaimana dimaksud

menerima dan menelitl persyaratan
administrasi Bakal Calon Kepala Desa:
mengajukan bakal ca)on Kepala Desa yang
memenuhi syarat irfi<,epada BPD sebagai
pemberitah uan terhadap bakal calon

(1)

(2)

pada ayat (1) ditbtapkan dengan Keputusa&
BPD,, 0"ry :jlaporkan kepada r,Bupati lew4,finrffi,tr-
Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdin atas:
a. unsur Perangkat Desa;
b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Des;

dan
c. Tokoh Masyarakat.

Pasal 3
Susunan keanggotaan Panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat
terdiriatas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Anggota.
Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh
Anggota Panitia Pernilihan berdasarkan
musyawarah Anggota Pan itia Pemilih an.

Pasal 4
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
mempunyaitugas .

a. mengumumkan lowongan jabatan Kepala
Desa,

b. mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa
kepada BPD:

c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa;

(3)

(1)

(2)

d

Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa oleh Panitia Pernilihan;

t. mengadakanpendaftaranpemilihan;
g meneliti dan menggjukan daftar p?gillli xepada

BPD untuk disahkan; '

h. menyiapkan kartu suar€ dan kartu undangan
sesuai dengan daftar p")ritin;

i. mengajukan bakal calon Kepala Desa yang
telah memenuhi syarat administrasi dalam
penyaringan kepada BPD untuk ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan;

j mengurnumkan nama-nama Bakal Calon
Kepala Desa, Calon Kepala Desa. daftar
pemilihan sementara, daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan yang telah disahkan
BPD di tempat-tempat terbuka:

k. 
. 
mengadakan persiapan agar pelaksanaan
pemilrhan Kepala Desa berjalan oengan tertib,
aman dan lancar,

l. mengajukan tata tertib kampanye kepada BPD;
dan
pembuatan berita acara pelaksanaan
pemilihan dan berita acara hasil penghitungan
suara dan penyampaian berita acara kepada
BPD.

Pasal 5
Dalam rangka proses pernilihan Kepala Desa,
Bupati rnernbentuk Panitia Pengawas dengan
Keputusan Bupati.
Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ter'diri atas :

a. Panitia PengawasTingkat Kabupaten; dan
b. Panitia Pengawaslingkat Kecamatan.

m.

e.

€
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(4)

(3) Susunan keanggotaan panitia pengawas
Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. Ketua : Asisten Tata Praja;
b. \lakilKetua : K e p a la B a g ia n

Pemerintahan;
c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian

Pemerintahan Desa;dan
d. Anggota :

1) Kepala Badan Pengawas;
2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perli ndu ngan Ma syara kat ;

3) Kepala Kantor Satuan Polisi pamong
Praja;

4) Kepala Bagian Hukum;
5) Kepala Bagian Humas.

Susunan keanggotaan Panitia pengawas
f ingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b terdin atas :

a. Ketua : Camat;
b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
c. Anggota .

1) Kepala Kepolisian Sektor;
2) KomanCan Rayon Militer;
3) Kepala Seksi Pemerintahan pada

Kecamatan; dan
4) Kepala Seksi Ketentraman dan

Ketertiban pada Kecamatan.
Pasal G

Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a mempunyai tugas :

a. meng€Masi semua tahapan
penyelenggai'aan Pemilihan Kepala Desa;

b. nenerima laporan pelanggnran terhadap
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
dari Panitia Pengawas llngkat Kecamatan ;

c. rnenyelesaikan sengketa ydng timbul dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
yang dilaporkan oleh panitia pengawas
lingkat Kecamatan; dan

d. rneneruskan temuan dan laporan yang tidak
dapat diselesaikan kepada yang
benrenang.

(2) Panitia pengawas Tingkat Kecamatan
sebagairnana dimaksud dalam pasat 5 huruf b
mempunyaitugas:
a. mengawasi semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di
Kecamatan setempat;

b. menerima laporan pelanggaftln terhadap
penyeleng6,araan Pemilihan Kepala Desa;

c. rnenyelesaikan sengketa yang timbul datarn
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
dan

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak
dapat diselesaikan kepada panitia
Pengawas Tingkat Kabupaten .

Bagian Kedua
Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dan

Pendaftaran Lamanan

Pasal 7
Pengurnurn3n lowoagan jabatan Kepala Desa dilakukan
Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau
d ite rnpel ka n pada te mpat-te mpat yan g strategi s.

Pasal 8
(1) Ketentuan pendafiaran calon Kepala Desa

diatu r dalam Tata Tertib Pemilihan .

rl
t,

i1

IiI
'41

I,L
h
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l

(1)
J
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(2) Ketentuan pendafiar:an caron Kepara Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. syarat-syarat pendaftaran 

;

b. waktu dan tempat pendaftaran;
c. tata cara pendaftaran;
d. ketentuan pendaftaran lainnya yanE

dipandang perlu sepanjang tidak
bertentangan denga n peraturan perundan g_
undangan yang berlaku.

pasal g
( 1 ) Lamaran Bakal calon Kepala Desa ditulis

sendiri oreh Bakal caron/pelamar di atas kertas
bermaterai cukup, ditujukan kepada Ketua
Panitia pemilihan dengan dirampiri syarat-
syarat, sebagai berikut :

a. sural pemyataan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa dari bakal calon Kepala
Desa yang diketah ui oleh Kepala
Desa/penjabat Kepala Desa dan Camat
sebagaimana tercantum daram Lampiran r

yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini ;

b. surat pemyataan setia kepada pancasira
sebagai Dasar Negara, Undang_UnrJang
Dasar Negara Republik lndoneJa Tahun
1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik rndonesia, serta pemerintah tJari
caron bakar Kepara Desa yang diketahui
oleh Kepala Desa/penjabat Kepala Desa
dan Camat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ll yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

c. berpendidikan paring rendah tamat sekorah
Lanju'ran Tingkat pertama dan/atau
sederajat yang dibuktikan dengan foto kopi

d.

ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang:
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)
tahun terhitung sejak penutuPan
pendaftaran dibuktikan dengan foto kopi

akta kelahiran yang dilegalisir oleh pe.labat

yang berwenang:
surat pernyataan bersedia dicalonkan
menlarli Kepala Desa dari bakal calon
Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;
foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP )

yang dilegalisir oleh pejabat yang
bevenang,
surat keterangan dari Pengadilan Negeri
yang menerangkan bahwa tidak pemah
dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana kejahatan dengan hukuman paling

singkat 5 (lima) tahun:
surat keterangan dari Pengadilan Negeri
yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak
pilihnya sesuai dengan kePutusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap:
surat pemyataan dari bakal calon Kepala
Desa yang menyatakan bahwa belu m

pemah men.iabat sebagai Kepala Desa
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali

masa jabatan yang diketahui oleh Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa dan Camat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Bupati ini;

e.

t

g

h.
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(2t

j surat pemyataan tidak sedang menjabat
sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa yang diketahui oleh Camat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

k. surat keterangan kesehatan dari dokter
pemerintah.

l. pas foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam
putih masing-masing rangkap 4 (empat)
buah; dan

m. dafiar riwayat hidup (DRH)
Pegawai Negeri Sipil/TNl/Polri yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain
harus rnemenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ) han:s mendapat
persetujuan dari atasan yang berwenanE yang
dibuktikan dengan surat keterangan
persetujuan dari atasannya.
Atasan berwenang bagi Pegawai Negeri
Sipil/TNl/Folri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen/Se[retaris .lenderal
Lembaga Tertinggi/ linggi Negara bagi
Pegawai Negeri Pusat;

b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari
Pemerintah Provinsi;

c. BupatiAAhlikota bagi Pegawai Negeri Sipil
dari Pemerintah Kabupaten/Kota :

Kepala Kantor Wilayah
Departemen/Lembaga Non Departemen
bagi Pegawai Negeri Sipil Verti kal :

bagi TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di jajaran TN I/POLR I .

BAB III

PE NJARINGAN DAN PENYAR INGAN

?asal 1 0

(1) Pendafta€n pemilih dilaksanakan oleh Panitia
€ Pemilihan dengan menerima dan atau

melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih
yang memenuhipersyaratan sebagai berikut :

a. terdaftar sebagai penduduk De-qa yang
: bersangkutan secara sah yang dibuktikan

dengan Kartu Tanda Penduduk (lffP) atau
Kartu Keluarga (KK);

b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun
atau telah/pemah menikah terhitung sampai
dengan tanggal penutupan pendaftaran
pemilih;

c. tida k seciang dicabut hak pilihnya
berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan huKum tetap.,

(21 Setelah seiesai pendaftaran pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara
untuk masing-masing $lilayah Dusun yang
disusun menurul abjad, dan ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan.
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada
masyarakat Desa dengan ditempel pada papan
pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan
terapat-tempat strategis lainnya sampai
dengan batas waktu jadwal yang ditentukan.
Panitia Pemilihan melaksanakan pndaftaran
pemilih tambahan bagi warga Desa yang
rnemenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar
dalam Daflar Pemilih Sementara sebagaimana

(3)

(3)

d.
(4)

e.
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dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas

waktu jadwal yang telah ditentukan '

Apabila pemilih tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) telah ditambahkan

dalam Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya

ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh

Panitia Pemilihan, denEan Keputusan Panitia

Pemilihan.

Pasal 1 1

Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan

lamaran beserta berkas pendukungnya kepada

Panitia Pemilihan sesuai dengan jadaral waktu

yang ditentukan.
Panitia Pemilihan meneliti semua berkas

lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang

diterima.
(3) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan

temyata terdapat kekurangan dan atau keragu-

raguan tentang syarat yang telah ditetapkan,

maka yang bersangkuian diberi kesempatan

untuk melengkaPi PersYaratan '

(4)Kesempatanuntukmelengkapipersyaratan
sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) paling

tamaT(tujuh)harisejakpemberitahuanoleh
Panitia.

(5) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia

Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi

syarat, maka berkas lamaran ciikennbalikan

secara tertulis kepada yang bersangkula't

dengan tanda terinra disertai penjelasan

mengenai persyaratan yang tidak terpen u hi'

Pasal 1 2

Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal

Calon KePala Desa Yang dinYaiakan

rnemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa

dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani

oleh Panitia Pemilihan yang dalam hal ini

adalah Ketua, Sekretaris dan Seksi Penerima

dan Penelitian Berkas Lamaran adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl

y"ng-*"rupakan bagian tidak terpisahkan dari

Penaturan BuPati ini-

Daftar pelamar yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang

berhak untuk mengikuti pemilihan dengan

Keputusan Panitia Pemilihan adalah

sebagaimana tercantum dalar'r Lampiran V!l

y"ng-,r,tru pa kan bagian tida k terpi sah kan ci a ri

Peraturan BuPatiini.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Calon
\o, r cll llllcl I s!

Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

*"tgi Desa dengan ditempel pada papan

ptniu*uman di tingkat Desa' RT' RW dan

tempat-te mpat strategi s lai n nya'

BAB IV

PENETAPANDANPENGUNDIANTANDAGAMBAR
Pasal 13

(1)TandagambarCalonKepalaDesaditetapkan
oleh Panitia Pemilihan'

(2)Tandagambarsebagaimanadimaksudpada
afat (l iOiambilkan dari hasil bumi yang ada di

Desa atau di sekitar Desa setempat dengan

urutan sebagaiberikut:

(1)

(5)

(1)

(2)

(2)
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(3)

(1)

a. 1. Padi;
b. 2. Ketela;
c. 3. Jagung;
d. 4. Kelapa;
e. 5. Kacang;
f. 6. Kapas;
g. 7. Pepaya;
h. 8. Jeruk;
i. 9. Durian;
Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalarn
Lampinan Vlll yang merupakan bagian tid€k
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Panitia Pemilihan melaksanakan undian tanda
gambar bagi Calon Kepala Desa yang berha$<

mengikuti pemilihan, dalam waktr 1 x24 (satnl

kali dua puluh empat) jam sebelumr
pelaksanaan pemungutian suam dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara.

(2) Undian tanda gambar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Desa yang bersangkutan
dengan dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD
dan masyarakat Desa.

Pasal 15
(1) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan

mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa
yang berhak mengikuti pemilihan, maka
pemyataan pengundururn diri tersebui paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh ernpat) jam
sebelum dilakukan pengundian tanda gambar
harus sudah diserahkan kepada Panitia
Pemilihan.

(2, Pemyataan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud paoa ayat (1) ditulis sendiri oleh

Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai
cukup ditujukan kepada Ketua Panitia
Pemilihan disertai dengan alasan-alasan yang
dapat di pertan ggu ngjaurabka n .

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan
mengundurkan diri setelah dilakukan
pengundian tanda gambar, maka
kedudukannya sebagai Calon dinyatakan
gugur dan suafra yang diperolen Calon yang
bersangkutan dinyatakan sdt.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengunduran
Diri Calon Kepala Desa diatur dengan Tata
Tertib Pemilihan Kepala Desa.

BAB V
KAMPANYE

Pasal 16

(1) Kampanye pemilihan Kepala Desa oleh Calon
Kepala Desa dilaksanakan pada hari H-1 dan
dimutai setelah pengunCian tanrJa gambar
sampai dengan 1am 22.ffi W!8.

(21 Di dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1 945.

b. rnenghini seseofttng, agama, suku, ras,
golongan, calon Kepala Desa;

c. menghasut atau mengadu domba
perseorangan, dan/atau kelompok
masyanakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman
kekerasan, atau mengan jurkan
penggunaan kekerasan kepada
perseorangan, dan/atau kelompok
masyamlet;.

e. rnenggangu kearnandn, ketenteraman dan
ketertiban umum;
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merusak dan/atau menghilangkan alat
peraga calon lain;
menggunakan fasilitas dan anggaran
Pemerintah, Pemeintah Daerah, dan atau
Pemerintah Desa;
menggunakan tempat ibadah dan tempat
pendidikan;
melakukan pawai atau arak-arakan yang
dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan
kendaraan di jalan umum;
memberikan dan atau menjanjikan akan
memberikan sesuatu, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan nama atau
dalih apapun dalam usaha untuk
memenangkan dirinya dalam pemilihan
Kepala Desa.

(3) Dalam pelaksanaan kampanye, para calon
Kepala Desa harus mengarah kampayenya
pada hai-hal yang bersifat positif dan
menunjang kelanmran penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
dengan cara membacakan program kerja calon
Kepala Desa di tempat yang telah ditetapkan
oleh Fanitia Pemilihan.

Pasal 1 7

(1) Apabila terdapat Calon yang terbukti dengan
sah melanggar ketentuan kampanye
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2)

dan ayat (3), Panitia Pemilihan mengarnbil
tindakan berupa peringatan dan/atau
pemberhentian kampanye.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye
diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI

PERLENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Panitia Femilihan
dengan ukuran :

a. Panjang ' +

menyiapkan bilik suara

1,5 m (satu koma lima
rneter);

b. lebar : +1m(satumeter);
c. tinggi : t2 m (dua meter);
d. tinggigorden pintu daritanah : t 30 cm

(tiga puluh) centi meter.
Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah
pemilih tetap yang akan menggunakan hak
pilihnya.
Dalam bilik suara disediakan :

a. foto calon dan tanda gambarcalon;
b. meja;dan
c. alat clan aias pencobiosan.
Denah lokasi pemungutan suara adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan Ca;'i

Peraturan Bupatiini.
Kartu suara sebanyak jumlah pemilih ditambah
cadangan sebanyak 1Oo/a (sepuluh persen).
Daftar pertanyaan/ujian tertulis disediakan
apabila dalam pemilihan ulangan hasilnya
masih tetap sama.

Pasal 1 9

Parritia Pemilihan menyediakan kartu suara yang
mencantumkan tanda gambar sesuai dengan jumlah Calon
Kepala Desa.

(1)

h.

(2)

(3)

(s)

(6)

(4)
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BAB VII
PEIAKSANAAN PEMILIHAN

(r) pding ,:mrn) hari seberum pemirihan
Kepala Desa diralsanarcan, panitia pemilihan
menyampaikan pemberitahuan kepada
penduduk Desa yang berhak memilih,
nengadakan pengumuman di tempat_tempat
yang terbuka dan stlategis tentang akan
diadakannya pei'nungutan sua* pendrihan
Kepala Desa.

(2) Penyampaiar/pemberitratruan lcarh.r urdangan
pelelcanadn pen8fian Kepata desa diterima
pernilih pasr€ hrna 1 (satu) hari sebetum
pen*lihan kef€ladesa,

(3) Ddam urdangan Cicaniumkan nama dan
alarnat pemilih sesuai Daftar pemiiih retiap dan
tempat serta waktu pemilihan disekgnggarakan
sebagaimana tercanfum dalam Lampiran X
yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penatur:an Bupatiini.

()")emilih yang tercantum daram Dafrar pemirih
v Tetap, tetapi berum menerima undangan daoat

meminta kepada penitia pemilihan paling lama
1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan
pemungutan suara.

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dapat ditaksanakan oteh
pemilih yang bersangkutan dengan alasan
yang dapd diterima iileh panitia, rnaka pemilih
masih diberikan kesernpatan rnenggunakan
hak pilihnya sebelurn pemungutan sulra
ditutup.

Pasal 21

(1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala
Desa dipimpin c*eh Ketua Panitia pemilihan.

(2) Acara rapai pemilihan Kepala Desa adalah
sebagaiberikut:
a. pembukaan;
b. pelaksanaan pemungutan suara;
c. penghitungan suara;
d. pengumurnan calon terpilih;
e. penutup.

Pasal 22
(1) Pelaksanaan pemungutan $rara dimulai pukul

08.00 WlB dengan diawali pembukaan oleh
Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili
dan diakhiripada pukut 14.00 U/tB.

(2) Dalam acara pembukaan, Ketua panitia
Pemilihan atau atau yang mewakili
n€ngumumkan:
a. nama-nama Calon dengan penegasan

Calon telah memenuhi syarat;
b. tanda garnbaruntuk para Calon; dan
c. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala

Desa.
(3) Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia

Pemilihan dan Calon Kepala Desa meneliti
tempat pemungutan suara dengan
perlengkapannya, selanjutnya panitia
pemilihan rnenempatkan diri sesuai dengnn
tugas masing.masing.

(4) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang
anggota membuka kotak suara dan
mengeluarkan semua isinya selanjutnya
rnenunjukkan kepada pana Calon dan penfiih
bahwa kotak suara kosong, kemudian
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mengunci dan menempatkan kotak suara di
tempat yang telah ditentukan.

Pasal 23
(1) Pemilihan Kepala Desa haru s bersifat

langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil.
(2) Pada saat pembukaan pemungutan suara

pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para
Calon harus hadir dan ber:ada di tempat yang
telah ditentukan sleh Panitia Femilihan.

Pasal 24
(1) Setiap pemilih yang hadir dan mengannbil kartu

suara, diteliti apakah surat pemberitahuan telah
sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.

(2| Pemilih dengan menunjukkan surat
pemberitahuannya mendapat 1 (satu) surat
suara selanjutnya menuju tempat pemungutian
suara.

(3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam
keadaan rusak dapat meminta ganti sural suara
kepada Panitia Pemilihan.

(4) Permintaan ganti surat suara sebagarmana
dimaksud pada ayat (3) hanya dibenarkan 1

(satu) kali.

Pasal 25
(1) Pemilih memberikan suamnya kepada Calon

Kepala Desa dengan (:rira mencoblos salah
satu tanda gambar yang bersangkutan dalam
surat suara.

(2) Apabila terdapat seorang pemitih yang keadaan
fisiknya tidak memungkinkan untuk
memberikan suara, pemilih yang bersangkutan
dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota
Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya
pada bilik dan nernasukkan ke kotak suara.

(3)

(4)

(1)

(2)

Setelah pemilih memberikan suaranya dalam
bilik suara, surat suara yang telah
diperg unaka n dil i pat ke mi:ali seperti se mu I a .

Pemilih yang telah memberikan suana menuju
ke kotak suara dan memasukkan surat
suaranya ke dalam kotak suara, untuk
selanjutnya meninggalkan lokasi tempat
pemungutiarr suara.

Pasal 26

Pemungutan suara ditutup pada waktu dan
atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia
Pemilihan.
Apabila pada saat penutupan sebagaimana
dimaksuC pada ayat (1) rnasih terdapat
pemilih yang berada di areal lokasi pemilihan,
diberikan kesempatan untuk menggunakan
hak pilihnya.
Setelah pemungutan suara ditutup, lubang
kotak suam ditutup dengan kertas segel yang
telah disediakan.
Setelah pemungutan suara selesai, dengan
pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan
suara telah berjalan dengan lancar, tertib, dan
teratur, Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan.
tanggal itu juga segera menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xl
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penaturan Bupatiini.

Pasprl27
(1) Setelah penandatanganan Berita Acara

Pelaksanaan Pemungutan Suara selesai,
Panitia Pemilihan segera mengadakan
penghilungan suara.

(3)
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(2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan
penghitungan stlara, kemudian menempatkan
diri sesuai dengan tugasnya masingr-masing.

(3) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh
saksi yang ditunjuk calon kepala desa untuk
mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan

oleh para pemilih.
(4) Ketua Panitia Femilihan dengan dibantu 2 (dua)

AnEgotanya membuka kotak suara dan
mengeluarkan semua surat $tara yang ada di

dalamnya, kemudian menunjukkan kepada
para calon dan pemilih bahwa kotak suara telah

kosong.
(5) Surat suara satu per satu dibuka dan dilihat

coblosannya dengan menyebutkan tanda
gambar yang rlicoblos, diperlinatkan kepada
para saksi can dinyatakan sah atau tidak sah.

Pasal 28
(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

a. tidak terdapat coblosan;
b. mencoblos tanda gambar tidak memakai

alat pencoblos yalg telah disediakan;
c. yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda

gambar;
d. coblosan berada di luar kotak tanda gambar;

e. coblosan tidak tembusltidak b'erlubang;

dan/atau
f. pada surat suara ditambah tulisan nama

pemillh, tanda tangan dan atau tanda-
tanda/catatan lain oleh Pemilih.

(2) Panitia Pemilihan mencatat hasil pemitungan
suara pada catatan penghitungan $lara.

(3) Surat $rara dipisahkan dalam ketortpok :

a. surat suara yang sah dan surat suam yang

tidak sah:

(2)

(4)

(1)

(4)

(s)

b. surat suara yang sah dikelompokkan
menurut tanda gambar calon masing-
masing.

Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh
Ketua panitia Pemilihan.

y' 
Pasat zg

Pernilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila
a. telah diperoleh calon Kepala Desa yang

rnenciapatkan suara terbanya k;

b. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan
dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita
Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
BeritaAcara Hasil Penghitungan Suam.

Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala
Desa, maka calon kepala desa dinyatakan
terpilih apabila calon kepaia desa tersebut
mempercleh suara paling sedikit % (setengah)
ditambah 1 (satu) Carilumlah suara yang sah.
Apabila calon Kepala Desa yang hadir pada
saat penghiiungan suara meninggalkan
tempat tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, calorr kepala desa
dinyatakan gugur dan penghitungan suara
tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan
suara dinyatakan sah.
Apabila calon kepala desa yang dinyatakan
gugur mendapat suara terbanyak, maka
pemilihan kepala desa dinyatakan batal karena
tidak ada calon terpilih.
Dalam hal pemilihan kepala desa dinyatakan
batal sebagaimana dimaksud ayat (4), maka
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
pembatalan, panitia pemilihan dengan
persetujuan BPD melaksanakan pemilihan
kepala desa kembali dengan menempuh

G'l- (3)
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(1)

(2)

(1)

(z',)

(3)

(4)

tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Pasal 30
Apabila terdapat 2 (dua) calon kepala desa atau
lebih, dan ada calon Kepala Desa yang gugur
sehingga tinggal 1 (satu) calon Kepala Desa,
hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
Apabila dalarn penghitungan suara tinggal 1

(satu) calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1), penentuan calon Kepala
Desa terpilih tetap berdasarkan suara
terbanyak.

Pasal 31

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) omng
calon Kepala Desa yang mendapat dukungan
suara terbanyak dengan jumlah suara yang
sama, maka Fanitia mengadakan pemilihan
ulang paling lama 30 (tiga puluh) har:.
Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diikirti oleh calon yang
memperoleh jumlah suara terbanyak yang
sama.
Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana
drmaksud ayat (1) terciapat lebih Cari 1 (satu)
orang calon Kepala Desa yang mendapat
dukungan suara terbanyak dengan jumlah
suara yang sama, maka Panitia r€nyampaikan
ujian tertulis kepada Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara sama.
Calon Kepala Desa yang mernperoleh nilai
tertinggi dinyatakan sebagai calon Kepala Desa
terpilih.

Pasal 32
Setelah acara penghitungan suara selesai
Ketua panitia Pemilihan menutup rapat

pemilihan Kepala Desa dan kernudian
membuat Berita Acara Penghitungan Suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xll
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
(2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa maka Panitia Pemilihan pada saat itu juga
menyampaikan Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita
Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD.
(3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan
Pemungutan Suara dan Berita Acara
Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan,
BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang
mendapat suara terbanyak sebagai Caion
Kepala Desa Tepilih dengan Keputusan BPD
pacta saat itu Juga sebagaifrana tercantum
dalam Lampiran Xlll yang rnerupaKan bagian
tidaktepisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 33

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berasaldan :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. swadaya bakalcalon Kepala Desa;
c. bantuan penunjangisumbangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
paling sedikit Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)
per pemilih.

(2) Pemberian bantuan penunjangisumbangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagairnana dimaksud ayat (1 ) huruf c
ditetapkan oleh Bupati.

(1)
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Pasal 34
( 1 ) Biaya pemirihan Kepara Desa digunakan untu k :

a. administrasi (pengumuman, undangan,
pembuatan kotak dan kartu suara.
pembuatan tanda gambar Calon.
pengadaan formulir dan sebagainya) ;

b. pendaftaran pemilih;
c. pembuatan biliklkamantenrpat pemilihan;
d. penyediaan perlengkapan pemilihan,
e. penelitian syarat-syarat Calon;
f . honorarium parritia dan petugas;
g keamanan;
h. pengambilan sumpah dan pelantikan,
i. konsumsi;
j rapat-rapatpanitiapemilihan;dan
k. pengelusran lain-lain.

(21 Panitia Pemilihan Kepala Desa harus
melaporkan dan membuat
pertanggungjawaban penggunaan biaya
Pemilihan Kepala Desa kepada BpD dan
Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujrrh) han
setelah pelantikan Kepala Desa.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud ayat (2) harus disertai dengan bukti
admnistrasi pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan
yang berlaku.

(4) Bukti administrasi pendukung sebagaimana
diinaksud ayat (3) d:tandatangani o!en
Bendahai-a dan Ketua paniria serta diketahui
oleh Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa.

BAB IX
ACARA DAN PAKAIAN PELANTIKAN

Pasal 35
(1) Urutan upacara dalam pengambilan

sumpah ljanji dan pelantikan Kepala Desa
adalah sebagai berikut :

a. pembukaan;
b. pembacaan Keputusan Bupati;
c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh

Bupatr atau Pejabat yang ditunjuk:
d. penandatanganan Berita Acara

Pengambilan Strmpah / Janji,
e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk ;

f. penyematan tanda Jabatan oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk;

g penandatairganan Berita Acara Serah
Terinna Jabatan;

h. sambutan-sambutan:
i pembacaan do'a;
j penutup
Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan
sebagai berikut:
a Kepala Desa yang akan dilantik memakai

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap;
b. isteri Kepala Desa yang dilantik memakai

pakaian kebay albusana muslim ;

c. suami Kepala Desa yang dilantik memakai
Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi):
Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian
Sipil Lengkap (Jas berdasi);
undangan lain menyesuaikan.

(2\

d

i
1

{

$

$

d
t

f
d
T{
ff
f

$

fi

196

e.

197



BAB X

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 36

Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong, traling
lama 15 (lima belas) hari setelah jabatan Kepala
Desa lowong, Bupati mengangkat Penjabat
Kepala Desa atas usul BPD
Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari
Perangkat Desa setempat. Tokoh Masyarakat
setempat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dari
Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 37

Tata cara pengusulan Penjabat Kepala Desa
dilaksanakan dalam musyawarah BPD.

(2) Dalam hal BPD tidak dapat meitgusulkan
Peir.jabat Kepala Desa, Bupati rrenunjuk
Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

Masa jabatan Penlabai Kepala Desa paling lama 0 (enam)
bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali iuasa jabatan
berikutnya atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat

Pasal 39

(1 ) Penjabai Kepala Desa diberi penghasilan
Paling sedikit 3A% (tiga puluh persen ) dan
paling banyak 50% (lima puluh persen) dan
bengkok Kepala Desa yang ada daniatau
penghasilan lain yang sah selama masa
jabatannya yailg diatur dengan Peraturan
Desa.

(2\ Bengkok Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayal ( 1 ) adalah bengkok yang cjibenkan
dan diteiapkan sebagai Penghasilan Kepala
Desa

BAB XI

KEPALA DESA YANG DIANGI(AT MENJADI PEGAWAI NEGERI
SI P I L/TN I POLRI/KPU/KPUDiPEGAWAI

BUMN/BUMD ATAU PEGAWAI HONORER

Pasal 40

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai
Negeri Srpil/TNl POLRI/KPU/KPUD/PegawaI
BUMNIBUMD atau Pegawai Honorer wajib
mengundurkan diri darijabatan Kepala Desa.
Pengtrnduran diri dari jabatan sebagaimana
dimaksud ayat{'*$sejak tanggal pengangkatan

sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNl
POLRI/KPU/KPUD/Pegawai BUMN/BUMD
atau Pegawai Honorer.
Apabila Kepala Desa yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengundurkan diri, Kepala Desa yang
Dersangkutan diberhentikan dari jabatannya
oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupaii ini, secara
teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan
Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraluran Daerah Kabupaten Pati Nomor 5
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonart, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.
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Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiurtdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 1 Mei 2007
BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2OA7

SEKRETARIS DAERAH IGBUPATEN PATI,

ttd

SRI MERDITOMO

tsERITADAERAH KADUPATEN PATITAHUN 2AA7 NOMOR 13

200 201

LAMPIRAN I PERATURAN EUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN

2OO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

' PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PATI

NJMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATACARA

PENCALONAN, PEMILIHAN.
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SURAT PEPNYAI44hI
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
TempaUTgl. Lahir
Jenis Kelamin
Agama
Pekerjaan
Alamat

Yang Membuat PemYataan

(

Mengetahui,

KEPALA DESA

()
BUPATI PATI.

ttd

TASIMAN

fr

I



LAMPIRAN ll PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUIT
2007 TENTANG PETTJNJUK PELAKSANAAT.T
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAT;
NOMOR S TAHUN 2m7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMtLtHAi,t
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DA}i
PE M8E RHE TiTIAN KEPALA DE SA

SURAT PERNYATAAN
SETIA KFPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONFSIA
TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN

REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama .

TempaUTgl. Lahir :

..ienis Kelamin .

Pekerjaan .

nlamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa ;t; r;l;; lepaoa
Pancasila sebagai [Jasar Nega:'a, Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan kepada Negara
Kesatuan Republik lndonesia, s€rta Pemerinrah.

Demikian pemyataan ini sa;,a buat dengan sebenamya dan
apabila temyata pemyataan ini tidak benar, saya sanggup
dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yang Membuat Pemyataan

Mengetahui,

KEPALA DESA

LAMPIRAN III PIRATURAN BUPATI PATI NOMOR l3TAHUN
2OO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA

PENCALONAN. PEMILIHAN
PENGANGKATAN PELANTIKAN IiAN
PE T,'IBE R HE NTIAN KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DICALONKAN MEN.IADI KEPALA DESA

Nama :

Jenis Kelamin :

TempaUTgl. Lahir :

Agama .

Pekerjaan
Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa 5aya bersedia

dicalonkan me'rjadi KePala Desa
Kecamatan .

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya

tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun -

Yang Membuat Femyataan

Mengetahui,

KEPALA DESA .

)

BUPATI PATI,

rtd

TASlMAN

BUPATI PATI

ttd
TASIMAN
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Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir
Feker.;aan
Alamat

L}MPIRAN iV PERATURAN BUPATI PAT| NOMOR 13 TAHUN
2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANpERATURAN DAERA.H KABupATEN pnri
NOMOR 5 TAHUT] 2007 IENTANG TATA CARAPENCALONAN PEMILIHAN.
PEI'IGAI,JGKATAN. PELANTIKANI NAN
PE MBERHE NTIAN KFPAIA DE SA

SURAT PERNYATAAN
BELUII PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA

PALTNG LAMA 10 (SEPULUH) TAHiJN
ATAU DUA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...

menyatakan dengan sesunggrnnV", ir"n*" r"V"'n"lr*pernah menlabat sebagai Kepala Desa paling lama 10
isepuluh)tahun atau dr.ra kali inasa jabatan.

Dernikran pemyataan ini ffiya buat dengan sebenamya
tanpa paksaan dan tekanan dari pihak rnanapun.

Yang Membuat pemyataan

LAMPIRANV PERATURAN EUFATI PATI NOMOR 13 TAHUN
2OO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TA}IUN 2OO7 TENTANG TATACARA
P E N C AL ON AN, P E M IL IHATi.
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PE MBERHENTIAN KEPALA NESA

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA /
PENJABAT KEPALA DESA

Nama :

Jenis Kelamin :

TempaUTgl. Lahir :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan deng"n r"rrn;;il", r'"n*" ;;" tio"t t"dang
menjabat sebagai Kepala DesalPenjabat Kepala Desa.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya
tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pemyataan

()
Mengetahui,

()
BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Mengetah ui,

KEPALA DESA

)

BUPA.TI PATI

ttd

TASIMAN
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LAMPIRAN Vl PERATURAN BUPArl pATt NOMOR 13 TAHUN
2OO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATi
NOMOR s TAHUN 2m7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN
PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN
PEMBE RHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. ...., KECAMATAN ..... KABUPATEN PATI

Sekretariat :.. .......(ditulis ararnat kantorsekretariat)

BERITAACARA
Nomor : ... ..

Pada hari ini tanggal bulan.
tahun , kami, Panitia pemilihan Kepala Desa, Desa

* *n q* J 
"k" " o" "i;-Tff:.o p p"rrv 

^u "t "|kiffiffi :lr :ff J: i::
Kepala Desa, Desa ......, Kecamatan
Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud Pasal 14 Pe:'aturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 5 -l-ahun 

2OO7 tentang Tata Cara Pencalonan,
Penrilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pennberhentian Kepala Desa,
dengan hasilsebagai berikut .

1 . Jumlah Bakal Calon / Pelarnar Lurah Desa . orang.
2. Persyaratan administr-asi yang diadakan penelitian meliputi

Permohonan / Surat l_amaran;
surat Pernyataan Benaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
surat Pernyataan setia kepada Fancasila sebagai Dasar
Negara, undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia,
serta Pemerintah;
Surat Tanda Tamat Belajat ( STTB ) / ljasah;
FotccopyAkta Kelahiran / Surat Kelahiran;
surat Penyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Fotocopy KTP;
surat Keterangan tidak pernah dihukum penJara karena
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling
singkat 5 (lima) tahun;

i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

j. Surat Pemyataan belum pemah menjabat sebagai Kepala
Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa
labatan;

k.Surat Pemyataan tidak sedang menjabat sebagai Kepala
Desa/Penjabat Kepala Desa yang diketahuioleh Camat;

l. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
m.Pas foto ukuran 4 x 6 berwama dan hitam putih msing-

masing rangkap 4 (ernpat) buah;
n. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal
Calon Kepala Desa yang menrenuhi syar:at dan berhak
mengikutiPemilihan Kepala Desa sebanyak... .. . orang.
Dafiar nama sebagaimana terlampi r-.

4. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri :

. orang"
5. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat :

.... orang
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat
dipergunakan sepedu nya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN ... KABUPATEN PATI

Ketua Sekretaris

Seksi Penerima dan Penelitian
Berkas Lamaran

BUPATI PATI
ttd

TASIMAN

n
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LAMPIRAN Vtl PERATUTRAN BUpATt pATt NOMOR 13 TAHUN
2M7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2M7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN.
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBE RHE NTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. ...., KECAMATAN . ... KABUPATEN PATI

$ekretariat : {ditu|is alamat kantor sekretariat)

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ...., KECAMATAN ......KABUPATEN PATI

NOM.OR : .....
TENTANG.PENETAPAN 

CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN .KNBUPATEN PATI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

Menirnbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14
Peraturan Daerah Kabupaten pati Nomor s
Tahun 2OOT tentang Tatacara pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Bakal calon yang
telah memenuhi persyaratan ditetapkan
sebagai calon oleh Panitia pemilihan,

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam
Berita Acara Panitia pemilihan Kepala Desa,
Desa Kecamatan
Kabupaten Pati, Nomor tanggal

tentang Bakal Calon Kepala
Desa yang telah memenuhi persyaratan
sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hurt'tf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa.
Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam
Lingkungan P ropinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah cliubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Urdang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun zOCts tentang Pemerintahan Daerah
menjadi UnCang-Undang,
Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2005
tentarrg Desa:
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun

2OO7 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan.
Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
Peraturan Bupati Pati Nomor........ Tahun 2006
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2ffi7 tentang
Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,

Mengingat

2

1

3

4

5
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak
Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, .....
Kecamatan . Kabupaten pati sebagaimana
tercantum dalam Larnpiran Keputusan ini
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA. . KECAMATAN
KABUPATEN PATI

Ketua

LAMPIRANVIII PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN
2M7 TE}'ITANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5TA}IUN 2OO7 TENTANG TATACARA
PENCALONAN. PEMILIHAN,
PENGAITGKATAN. PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA D€SA

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

TEMBIJSAN:
1 . Bupati Pati di pati;
2. Kepala Bagian pemerintahan sekda Kabupaten pati;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa

BUPATI PATI,

ftd

TAS IMAN

BAGIAN DEPAN

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
(CALCN LEB|H DAR| SATU)

il F 

- 

_-

rll IAGUNG

I

t-t

,_l*_
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BAGIAN BELAKANG

KABUPATEN PATI

KARTU SUARA
(Pasal 17 ayal5 Peraturan Bupati Pati

Normr 13 Tahun 2OA7 tanggall Mei 2007

DESA

KETUA
PANITIA PEMIL!!-TAN

KEPATA DESA

212
213

BAGLAN DEPAN

TANDA C:'AMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
(CALON TUNGGAL)

BAGLAN BELqKA}TG

BUFHNMTI,

TAS I IIAN

KABUPATEN PATI

XARTU SUARA
(FEd 17.td 5 Fcriran &lget ru

i.lomor l3Tahnzttr7tmgpl I flbimT

DE SA

i(ETTTA
mNnAPEllLll.l^N
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LAMPIRATI iX PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TA}IUN
2M7 TENTANG PETUruUK PEI.AKSANAAN
PERATURAN DAERAH KASUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN M7 TENIA'{G TATA 

'ARAPENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN OAN
PE MBE K H E NNAN T€PAL{ O}€ SA

Langkah selanjutnya menukarkan kartu yang diperoleh
dari tempat pendaftaran untuk ditukarkan oehgdn kartu
$rara;
Kartu suara yang telah diterima untuk selanjutnya dibawa
pemilih menuju bilik suara untuk dilakukan pencoblosan
terhadap tanda gambarcalon kepala desa;
Kartu suaftr yang selesai dicoblos segera dibawa unfuk
dimasukkan kedalarn kotak suara;
selesai dari kotak suara pemilih dipersilakan
meninggaikan lolesi pemungutan $rara

3.

4.

f
,:$

l{i

*

frHNAH I-OKASI PEMUNGUTAN SUARA 5.

6.

5\

mt#L.:-----{d --\\

ME+._Llr/
Tarpat Fcagrndrlim
K.ernr Ssr.

DENAH LOKASI
PEMUNGUTAN SUARA

Penjelasan Denah :

1. Pemilih menuju tempat pendaftar:an pemilih untuk
melakukan pendafiaran ulang dan menerima kartu

2. setelah melakukan pendafianan ulang pemilih rnenuju
ruang tunggu untuk menunggu giliran;

KETERANGAN :

1 . Papan TulislPetugas pencatat
2. Kartu SuaralPetugas penghitung
3. Saksi
4. Pengumpul kartu Suara
5. Pencatrat pada kertas/fonn

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN
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Nornor:

SU RAT P EM BE R ITAH UAh{ U NTU KME fVlB E R I KAN S UARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ....
iPasal 21 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kabupaten Pati

hlomor 5 Tahun 2007)

Kepada :

Namapemilih : ...
t-aki-laki/perempuan : .... .:......
Umur
Alarnat ' " 

.................
l.lntuk r rrerri b€rikan suar" ;;il,
Hari
Jarn

Dikcluarkan tgl
Panitia Penlilihan Ke*:!a Desa

Desa
Ketua

PERTIATIAN:
Untuk pemberian suara, surat
pemebritahuan ini harus dibawa
oleh Pemilih sendiri yang
namanya tercantum diatas
dan diserahkan kepada Panitia
sekali-kali tidak boleh diwakilikan
Diisi dengan huruf cetak

Ptong disini---- --:--

suRAr rJn#A'lFfrlffi, PEM' LrH
PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR

P;;;;:litff:iiin
BUPTAI PATI,

TASIMAN

LA[,IPIRAN XI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN
2M7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KAEUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMILTHAN
PENGANGKATAN PELANTiX.AN DAI^I
PEMEE RHE NTIAN KEPALA DE SA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. ...., KECAMATAN ., KABUPATEN PATI

_sERllAACARA
Nomor . -

Pada hari ini tanggal bulan. tahun . karni Panitia
Pemilihan Kepala Desa. Desa Kecamatan Kabupaten Pati'
telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.

Desa Kecamatan Kabupaten Pati
Pemungutan suara telah berjalan dengan aman tertib dan lancar sesual
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Adaptrn Jalannya
Pemungutan suala adalah sebagai berikttt
1 Pemungutan suara dimular darilam s/d WlB
2 Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengtkutr Penrrirhan

3 Jumlah Yang MemPunyar Hax Prlrn

'.4 .jumlah Quorum- 5 Jumlah Yang Menggurtakan Hak Ptlth

Berdasarkan data tersebut dtatas maka pemungutan suara telah
memenuhr quorLm dan drnyatakan sah Untuk selanluinya dapai
d i lanlr.,tkan dengan Penghrtungan S uara

Demikran Berita Acara inr dibuat dengarr sebenarnya dan dapai
dipergunakan sePerl unya

PANITIA PEMILIHAN XTPNIN DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI
Sekretaris

BUPATI PATI

itd

TAS IMAN

LAMP!RANX PERATURAN EUPATI PAN NOMOR 13 TAHUN
2m7 TENTAIIG PETUNJUK PET^KSANAAN
PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN.
PENGAI'IGKATAN, PELANTIKAN DAN
PFMRFRHFNTIAN KtrPAI A NtrSA

Ketua

217
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LAMPIRANXI: PERATURAN BUPATI PATI NoMoR 13 TAHUN
2OO7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN
PENGANGKATAN P€LAtiTIKAN DAN
PE MBE RHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
. KECAMATAN KABUPATEN PATI

: (ditulis alamat kantor Sekretariat)

LAMPIRAI{ XIII PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN
2oo7 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KAEUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2OO7 TENTANG TATA CARA
PE NCALO NAN, PE T.I I L I H AN.
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMEERHENTIAN KEPALA DE SA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA , KECAN'ATAN .....KABUPATEN PATI

NOMOR: .......
TENTANG

PENETAPAN Sdr. .... SEAAGAI CALON
KEPAIS DESA TERPILIH

DESA. KECAMATAN ... ..., KABUPATEN PATI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Calam Fasal
33 ayat (2) Penaturan Daerah Kabuoaten Pati
Nomor 5 Tahun 2AC7 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,
berd.asarkan laporan dan tserita Acara
Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD
rrrenetapkan Calon Kepala Desa yang
mendapat suara terbanyak
sebagai Kepala Desa terpilih dengan
Keputusan BPD;
bahwa be:'dasarkan Berita Acara Panitia
Pemilihan Kepala Desa Desa
Kecamatan Kabupaten Pati tanggal

.... Nomor ... .. tentang Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Sdr. . .. ... telah memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa

i

:l
i

DESA
Sekretariat

B-E8]IAAEABA
Nomor : .. .

Pada hari ini tanggal buran . tahun.. . . kami panitra
Pemitihan Kepala Desa, Desa ., Kecamatan . Kabupaten
Fati, bahwa setelah pernungutan suara dinyatakan sah. selanjutnyatelah
mengadakan Penglritungan suara pada pernilihan Kefala Desa.Desa . Kecamatan ., Kabupaten pati.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon,
para saksi dan masyarakat yang hadir ciimulai darilanr , . s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala
Desa adalah sebagai berikut
1 - sdr dengan tanca Eambar memperoleh sua;'a2 sdr dengan tanda gambar memperoieh suara
3 Sdr dengan tanda gambar . memperoleh suara4 dst
5 Suara tidak sah sebanyak
Eerdasarkan hasrl penghitungan suara tersebut diatas. maKa
Sdr dengan tanda gambar telah
memperoleh suara terbanyak. sehingga telah memenuhi syarat untuk
dialukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Kecamatan Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa Terpilih
Demikian Berrta Acara ini drbuat dengan sebenarnya dan dapat
d ipergu nakan seperl unya

b.

DESA
Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DES;
KECAMATAN KABUPATEN PATI

Sekretaris

BUPATI PATI
ttd

TASIMAN
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Mengingat :

sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkaru

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
c.bahwa berdasarkan pertimbangafi-a

sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu rnenetapkan Keputusan Badam

Permusyawaratan Desa;
1 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalanr L*ngkumgan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nornsr 3? Tahun 2004 tentamg
Pemerintahan Daerah sebagaimana telaft
diubah dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomqr
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangr-

Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-
Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20O#

tgntang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5

Tahun 2OA7 tentiang Tatacara Pencalon&n,
Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Peraturcn Bupati Pati Nomor ......." Tahun 2OS7

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2OS7

tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Narna
Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Alamat .

sebagal Calon Kepala Desa Terpilih
Des a... . Kecamatan .

Kabupaten Pati.
Xepada Calon KePala Desa TerPilih
sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
setelifr diambil sumpah/janji dan dilantik
sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang

benrvenang diberikan penghasilan tetap dan

tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku..
Ma-sa labatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini

adalah 6 (enarn) tahun terhiiurrg setak tanggal
pelantikannya.
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di
pada tanggal .

BADAN PERMU SYAWARATAN DESA
DESA. . .. KECAMATAN

KABUPATEN PATI
Ketua

TEMtsUSAN:
1 . Bupati Patidi Pati:
2 Kepala Bagian Pemerintahan sekretariat Daerah Kabupaten Pati

BUPATI PATI
ttd

TASIMAN

di

22A 221


